BAB V
PENUTUP
5.1.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti

dapat menyimpulkan beberapa hal di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Alasan yuridis yang menjadi tinjauan terhadap pertimbangan hakim
dalam memberikan izin untuk PNS melakukan poligami vyaitu
terpenuhinya syarat alternatif dan syarat kumulatif sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor
10 tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

2. Faktor utama yang digunakan untuk izin poligami adalah pertimbangan
terpenuhinya syarat alternatif bahwa istri tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai istri, selain itu juga adanya syarat kumulatif yaitu
untuk menghindari terjadinya perbuatan yang melanggar norma agama
karena suami dan calon istri kedua sudah berpacaran sejak lama dan juga
mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

5.2. SARAN
Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian juga memberikan beberapa
saran yang bisa dijadikan bahan pertimbangan pihak-pihak terkait sebagai
berikut:
1. Bahwa mekanisme pemberian izin berpoligami bagi Pegawai Negeri

Sipil di Pengadilan Agama Gorontalo diharapkan agar lebih
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dipertimbangkan lagi baik dari syarat-syaratnya terutama izin dari
atasan/pejabat. Walaupun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan siap
menerima resiko apabila tidak mendapatkan izin dari pejabat atau
atasannya.

. Bagi PNS yang akan melakukan poligami maka PNS tersebut harus
memikirkan lebih jauh lagi apakah dasar atau alasan poligami sudah
tepat dan mendesak atau tidak. PNS tersebut juga harus memikirkan
akibat yang timbul dari poligami apakah sanggup menghidupi anak dan

istri-istrinya dan mampu berlaku adil.
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